BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PERENCANA PEMBANGUNAN

Menimbang

Mengingat

DAERAH DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan ;

bahwa tambahan penghasilan merupakan perbaikan
penghasilan diberikan dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalamhuruf a dan huruf b
perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun
2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai
Perencana PembangunanDaerah dan Pengelola
Keuangan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan
Nomor 22);

9. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 54 Tahun 2016
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI
KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36
Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Kondisi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai
Perencana Pembangunan Daerah dan  Pengelola
Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 36),
diubah sebagai berikut :

Ketentuan angka 1 dan angka 6 Pasal 1 diubah sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yakni
Sekretaris Daerah Dengan para Asisten beserta staf
yang secara langsung dibawah kendali Sekretaris
Daerah dan para Asisten dalam hal ini yang bertugas
selaku Ajudan, Sekpri, Pengemudi dan Petugas

Administrasi.
5. Perencana Pembangunan Daerah adalah Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Tabanan.

6. Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Tabanan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

8. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja
adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) yang dalam melaksanakan tugasnya
berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko
tinggi.



2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 5

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan
setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Eselon I a : Rp. 7.500.000,00
(b) EselonII b : Rp. 6.500.000,00
(c) Eselon III a : Rp. 3.500.000,00
(d) Eselon III b : Rp. 3.000.000,00
(e) Eselon IV a : Rp. 2.500.000,00
() Eselon IV b : Rp. 2.200.000,00
(2) Staf Golongan IV : Rp. 2.000.000,00
(h) Staf Golongan III : Rp. 1.750.000,00
(i) Staf Golongan II : Rp. 1.500.000,00
(4) Staf Golongan I : Rp. 1.500.000,00
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Januari 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 20 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 4



